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PERUMAHAN 
FORMAL

Perumahan yang dibangun dengan suatu aturan

yang jelas sehingga terbentuk pola yang teratur dan

pembangunannya secara serempak dengan suatu

pengorganisasian pembangunan.
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PEMBIAYAAN 
PERUMAHAN 
FORMAL

• Pembiayaan terkait dengan perumahan formal 

yang berupa pembiayaan yang melibatkan

pemerintah dan bank-bank tertentu. 

• Menyangkut komponen-komponen: biaya

pembebasan lahan, pematangan lahan, perijinan

(legalitas projek), penyediaan sarpras serta biaya

konstruksi bangunan)
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PERMASALAHAN SEKTOR PERUMAHAN & PERMUKIMAN

AFFORDABILITY: Keterjangkauan daya beli masyarakat
terhadap unit rumah masih rendah

AVAILABILITY: Masih kurangnya pemenuhan terhadap standar
keandalan bangunan dan keserasian dengan lingkungan

ACCESSIBILITY: Perumahan dan permukiman semakin jauh dari
pusat kota tanpa dukungan jaringan insfastruktur dan tidak
sesuai dengan rencana tata ruang (urban sprawl)

SUSTAINABILITY: Sebagian besar rumah tangga menempati
hunian yang hanya memiliki satu aspek kelayakan dan
sebagian diantaranya menempati permukiman kumuh
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PENGGUNAAN PEMBIAYAAN DALAM PERUMAHAN FORMAL

PEMBIAYAAN  PEMBANGUNAN

PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN

Mulai dari biaya pembebasan 

lahan, administrasi perijinan, 

konstruksi, infrastruktur

Tahapan dimana konsumen bisa 

mendapatlkan/ memiliki rumah 

yaitu bisa dengan cara 

pembayaran TUNAI maupun 

KREDIT
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SKEMA PEMBIAYAAN PADA PERUMAHAN FORMAL

1. Bank Melalui KPR

2. KPR Bersubsidi

3. TAPERA
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1. BANK MELALUI KPR (KONVENSIONAL DAN SYARIAH)

• KPR adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh perbankan kepada para nasabah

perorangan yang akan membeli atau merenovasi rumah. 

• Selain dari perbankan, terdapat juga perusahaan yang menyalurkan pembiayaan dari

lembaga sekunder untuk pembiayaan rumah (housing financing). 

• Prinsip KPR adalah dengan membiayai terlebih dahulu biaya pembelian atau

pembangunan rumah yang kemudian diangsur untuk pembayaran balik.

BANK DEVELOPER KONSUMEN
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2. KPR BERSUBSIDI

KPR Bersubsidi adalah

kredit/pembiayaan pemilikan rumah

yang mendapat bantuan dan/atau

kemudahan perolehan rumah bagi

pemerintah berupa dana murah

jangka panjang dan subsidi

perolehan rumah yang diterbitkan

oleh Bank Pelaksana baik secara

konvensional maupun dengan prinsip

syariah.
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 KPR SSB (Selisih Suku Bunga) adalah Kredit kepemilikan rumah yang diterbitkan oleh

Bank Pelaksana secara konvensional yang mendapat pengurangan suku bunga melalui

Subsidi Bunga Kredit Perumahan.

 KPR SSM (Subsidi Selisih Marjin) adalah pembiayaan pemilikan rumah yang diterbitkan

oleh Bank Pelaksana dengan prinsip syariah yang mendapat pengurangan marjin melalui

Subsidi Bunga Kredit Perumahan.

 Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) adalah Subsidi pemerintah yang diberikan kepada

masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pemenuhan sebagian/ seluruh uang

muka perolehan rumah  Rp 4.000.000,00

 Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) adalah dukungan fasilitas likuiditas

pembiayaan perumahan kepada MBR yang pengelolaannya dilaksanakan oleh

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  angsuran ringan, suku bunga

5% dengan tenor 20 tahun

 BP2BT
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3. TAPERA

• Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) adalah

penyimpanan yang dilakukan oleh Peserta secara periodik

dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat

dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau

dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah

kepesertaan berakhir (PP No 25 Tahun 2020). 

• Tapera bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan

dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk

pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi

kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi Peserta. 

• Pengelolaan Tapera meliputi: pengerahan Dana Tapera

yang dilakukan untuk mengumpulkan dana dari peserta; 

pemupukan Dana Tapera yang dilakukan untuk

meningkatkan nilai dana Tapera; dan pemanfaatan Dana 

Tapera yang dilakukan untuk pembiayaan perumahan bagi

peserta.
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PERAN PERBANKAN DALAM PEMBIAYAAN PERUMAHAN FORMAL

 Sebagai lembaga keuangan untuk menyalurkan bantuan dana berupa kredit properti

Availability Accessibility

Affordability

Mendukung ketersediaan rumah Menyediakan akses pembiayaan

yang mudah

Menyediakan suku bunga dan

fasilitas yang terjangkau
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KPR SUBSIDI

 Program untuk pemilikan rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Republik Indonesia yang ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

(MBR) dengan suku bunga rendah dan cicilan ringan untuk pembelian rumah sejahtera

tapak dan rumah sejahtera susun

Sumber:

btn.co.id (2021)
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KPR MIKRO

Produk dengan kemudahan untuk membeli lahan atau rumah, membangun rumah, 

ataupun renovasi rumah secara bertahap yang diprioritaskan untuk masyarakat yang 

bekerja sektor informal

Sumber:

btn.co.id (2021)
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KPR BP2BT

 KPR Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) adalah kredit

kepemilikan rumah bersubsidi yang merupakan program kerja sama antara Bank BTN 

dengan Kementerian PUPR yang diberikan bersama dengan subsidi uang muka kepada

masyarakat yang telah mempunyai tabungan untuk pembelian rumah tapak dan

pembangunan rumah swadaya.

Sumber:

btn.co.id (2021)
Suku bunga:10% untuk tahun pertama, tahun kedua sebesar 11%, dan tahun ketiga sebesar 12% 16
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KREDIT PEMILIKAN APARTEMEN

 Kredit Pemilikan Apartemen dari Bank BTN untuk keperluan pembelian apartemen dari

developer ataupun non developer, baik untuk pembelian apartemen baru atau second, 

pembelian apartemen siap huni (ready stock) atau belum jadi (indent), maupun take over 

kredit dari Bank lain

Sumber:

btn.co.id (2021)
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KREDIT PEMILIKAN

RUMAH TAPAK RUMAH SUSUN
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KOMPONEN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN & PENINGKATAN KUALITAS 

PERUMAHAN

1. Pengadaan lahan -Pembelian lahan

(meski ada kalanya tidak beli)

2. Pengadaan hak atas

lahan

-Biaya yang dikeluarkan untuk  mendapatkan legalisasi 

lahan 

-Menyangkut biaya  yang formal; biaya untuk agen-

agen pemerintah, biaya untuk LSM yang membantu 

memfasilitasi dsb

-Sertifikat lahan seringkali menjadi persyaratan 

mendapatkan pinjaman dari pembiayan formal
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3. Pematangan lahan - Kebanyakan lahan yang murah berada pada 

lahan yang kritis, lahan banjir, perbukitan 

sehingga membutuhkan  beberapa investasi 

untuk membuat lahan yang layak dan aman 

untuk dibangun

4. Bahan bangunan dan tenaga 

kerja

- Kalau rumah dibangun sendiri maka hanya 

membutuhkan biaya untuk bahan bangunan 

tetapi adakalanya membayar kontraktor dan 

tenaga kerja

5. Infrastruktur untuk unit rumah 

(pipa, listrik)

- Meliputi biaya untuk penyambungan pipa dari 

lingkungan sekitarnya
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6. Infrastruktur Lingkungan - Kontribusi yang dibayarkan penghuni untuk 

jalan lingkungan, paving, selokan dll

7. Biaya teknis, administrasi 

dan legal

-pada kasus pembangunan perumahan yang 

melibatkan pihak-pihak profesional (misalnya 

LSM, pihak-pihak yang membantu 

mengakseskan masyarakat ke sumber 

pendanaan dll

Masyarakat harus membayar fee untuk pihak-

pihak tersebut

8. Prasarana sosial - Biaya pembangunan fasilitas sosial seperti 

masjid, lapangan olah raga, fasilitas 

pertemuan warga dll
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POLA KERJASAMA 
PEMBIAYAAN PERUMAHAN
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PERAN MASING-MASING PIHAK

Kementerian PUPR

Kementerian Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan

Regulator & Inisiator

Pengembang

Asosiasi

Pemasok supply

Inisiator dalam pembangunan

Konsumen

1. Lembaga

Pembiayaan
Menyediakan

lending products 

kepada seluruh

pihak terkait, baik

supply maupun

deman

2. Inisiator & 

Integrator
Membangun

kerjasama antar

institusi dalam

mengembangkan

ekonomi perumahan

3. Pusat

Informasi dan

Keahlian Melalui

Housing Finance 

Center
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LINGKUP KERJASAMA

1

• PEMBIAYAAN YANG DIDUKUNG DENGAN SUMBER 
DANA DARI DEPARTEMEN TERKAIT

2

• PEMBIAYAAN PERUMAHAN DENGAN POLA SUBSIDI 
PEMERINTAH

3

• PEMBIAYAAN YANG DIDUKUNG DENGAN SUMBER 
DANA DARI INVESTOR

4

• PEMBERDAYAAN LKM/S (LEMBAGA KEUANGAN 
MIKRO)
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BAGAIMANA BENTUK PEMBIAYAAN PERUMAHAN SUBSIDI 

YANG IDEAL?

Terdapat sumber dana jangka panjang yang 
terjangkau

Affordable housing yang memenuhi kualitas
konstruksi

Infrastruktur sekitar yang memadai

Ketepatan sasaran sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
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UNTUK DIPELAJARI

PERATURAN TERKAIT….

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 

20/PRT/M/2019 TENTANG KEMUDAHAN DAN BANTUAN PEMILIKAN RUMAH BAGI MASYARAKAT 

BERPENGHASILAN RENDAH

ROADMAP SISTEM PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN INDONESIA (KEMENTERIAN PUPR)
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